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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWES] SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR243TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

.

BUPATI SINJAI,

bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula
diselenggarakan oleh masyvarakat atau pemerintah
desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perlu
dilakukan perubahan status untuk menvesuaikan
dengan kebutuhan Pemerintah Daerah:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52
huruf b Peraturan Bupati Sinjai Nomor 54 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan Dan
Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Bupati
memberikan persetujuan terhadap perubahan status
satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula
diselenggarakan oleh masvarakat atau pemerintah
desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini vang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan
Keputusan Bupati;

bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam
Keputusan ini telah memenuhi syarat dan ketentuan
untuk peralihan status satuan Pendidikan Anak Usia
Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat
atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Anak
Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah berdasarkan verifikasi dan wusulan vang
diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara vang Bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1831});

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembarin
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Ferimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang
, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Noemor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1279},

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
5}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
68);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 45);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);

21. Peraturan Bupati Nemor 57 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 57);

22. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2018 Nomor 54);

Memperhatikan ; Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
Nomor: 420.13/518/DP, Perihal: Surat Permohonan
Ferubahan Status.tanggal 17 Januari 2019:

2 MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Perubahan Status Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini sebagaimana Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, semula
diselenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintah
Desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
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KETIGA *  Perubahan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan
Diktum KEDUA menjadi dasar pengalihan kepemilikan
aset Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula
diselenggarakan oleh masyvarakat atau Pemerintah
Desa menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini vang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

KEEMPAT Dengan Penetapan perubahan status Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keputusan ini, maka
nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengalami
perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KELIMA  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;
1. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS Kemndikbud di Jakarta;

2. Direktur PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta:

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawes: Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;

5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai:

6. Kepala BPKAD Kab.Sinjai di Sinjai.
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